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Abstract: This research is motivated by the importance of accountability and transparency in the financial
governance of political parties in Indonesia, which is an important foundation for a healthy democracy, but there
is still a significant gap between existing regulations and financial reporting practices. The purpose of this study
is to identify and review various accounting standards and financial reporting guidelines that have been
implemented or proposed for political parties in Indonesia, analyze the conformity between political party
financial reporting practices and the principles of accountability and transparency in public financial
governance, and identify challenges and gaps in the implementation of political party financial reporting
standards based on findings from academic and policy literature. The research method involves in-depth analysis
with a literature review scoping approach. The results of the study indicate that in political party financial
reporting, there are SAK and SAP that are applied, transparency and accountability are needed in their
management, and understanding the challenges and gaps in the implementation of political party financial
reporting standards. In conclusion, to improve accountability and transparency, this study recommends the
development of special accounting standards for political parties, strengthening transparent regulations and audit
mechanisms, increasing independent supervision, and increasing awareness of accountability. By systematically
addressing these challenges, political parties can improve their effectiveness as democratic entities and contribute
to the progress of society as a whole.
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Abstrak:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan
partai politik di Indonesia, yang merupakan fondasi penting bagi demokrasi yang sehat, namun masih terdapat
kesenjangan signifikan antara regulasi yang ada dan praktik pelaporan keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengidentifikasi dan mengkaji berbagai standar akuntansi serta pedoman pelaporan keuangan yang telah
diterapkan atau diusulkan untuk partai politik di Indonesia, menganalisis kesesuaian antara praktik pelaporan
keuangan partai politik dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan public,
dan mengidentifikasi tantangan dan celah dalam pelaksanaan standar pelaporan keuangan partai politik
berdasarkan temuan dari literatur akademik dan kebijakan. Metode penelitian melibatkan analisis mendalam
dengan pendekatan scouping literatur review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaporan keuangan
partai politik, terdapat SAK dan SAP yang diterapkan, diperlukan transparansi dan akuntabilitas di dalam
pengelolaannya, serta memhami tantangan dan celah pelaksanaan standar laporan keuangan partai politik.
Kesimpulannya, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, penelitian ini merekomendasikan
pengembangan standar akuntansi khusus untuk partai politik, penguatan regulasi dan mekanisme audit yang
transparan, peningkatan pengawasan independen, serta peningkatan kesadaran akuntabilitas. Dengan mengatasi
tantangan ini secara sistematis, partai politik dapat meningkatkan efektivitas mereka sebagai entitas demokrasi
dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparasi,Laporan Keuangan,Partai Politik,Standar akuntasi

Pendahuluan

Akuntabilitas keuangan bagi partai politik di Indonesia sangat penting untuk
memastikan transparansi dan kepercayaan publik. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan dana
publik yang efektif, di mana partai politik harus bertanggung jawab atas alokasi dan
penggunaan sumber daya tersebut. Dalam konteks ini, laporan akuntabilitas keuangan dapat
membantu mengurangi potensi korupsi serta meningkatkan integritas dan efisiensi pengeluaran
publik (Hudaya et al., 2015;Setiorini et al., 2022). Selain itu, akuntabilitas ini berkontribusi
dalam memperkuat demokrasi. Ketika partai politik menunjukkan transparansi tentang
penggunaan dana mereka, hal ini mendukung partisipasi politik dan mendorong keterlibatan
masyarakat dalam proses pemerintahan (Aspinall & Mietzner, 2019). Masyarakat yang sadar
akan akuntabilitas keuangan partai politik dapat lebih mudah menilai kinerja mereka dan
membuat keputusan yang lebih informasional pada saat pemilihan umum (Warburton, 2016).
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Oleh karena itu, aspek akuntabilitas keuangan sangat esensial untuk keberlangsungan
demokrasi yang sehat di Indonesia.

Konteks pendanaan partai politik di Indonesia menunjukkan dinamika politik yang
kompleks dalam kerangka pemerintahan yang demokratis. Partai politik di Indonesia seringkali
terhubung secara erat dengan kekuasaan politik, yang dapat memengaruhi cara pendanaan
mereka (Slater, 2018). Keterhubungan ini menciptakan kebutuhan akan standar akuntansi yang
spesifik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana partai.
Standar akuntansi yang jelas akan membantu mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan
dana yang dapat merusak integritas partai dan proses politik (Wiguna & Khoirunurrofik, 2021).

Sistem penganggaran yang baik dan akuntabel dapat mendukung pertanggungjawaban
partai politik terhadap pendanaannya, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap
demokrasi (Hudaya et al., 2015). Tantangan dalam pelaporan keuangan, sering kali terkait
dengan manipulasi atau penyembunyian informasi, memerlukan regulasi yang ketat untuk
mendukung pengelolaan yang lebih transparan dalam pendanaan politik (Supatmi et al., 2019).
Dengan demikian, adopsi standar akuntansi yang jelas dan konsisten menjadi sangat penting
dalam mendukung integritas demokrasi di Indonesia.

2. Latar Belakang Akuntansi Partai Politik
2.1. Regulasi Keuangan Partai Politik di Indonesia

Kerangka hukum yang mengatur keuangan partai politik di Indonesia mencakup
berbagai regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas
dalam pembelanjaan politik. Pertama, undang-undang yang mengatur sumbangan keuangan
kepada partai politik, seperti UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, mengharuskan partai
untuk melaporkan sumber dan penggunaan dana secara terperinci (Slater, 2018;Al Izzati et al.,
2024).

Lebih jauh, pengumpulan dana dari sumbangan publik dan swasta diatur untuk
mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian menunjukkan bahwa
politisasi anggaran dapat menyebabkan manipulasi pengeluaran untuk keuntungan politik,
khususnya dalam tahun pemilihan (Wiguna & Khoirunurrofik, 2021;Harymawan et al., 2020).

Selain itu, terdapat kebutuhan untuk membangun kapasitas dan sistem laporan yang
meningkatkan akuntabilitas partai (Hudaya et al., 2015). Hal ini penting, mengingat partai
politik sering bergantung pada dana internasional dan lokal, di mana kejelasan mengenai
penggunaan dana sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan publik (Shalihah et al.,
2022;Lewis & Hendrawan, 2019).

Di Indonesia, regulasi yang mengatur pelaporan keuangan sangat penting untuk
memastikan transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam konteks Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) dan keuangan publik. Salah satu undang-undang yang relevan adalah Undang-
Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur pengelolaan keuangan
negara dan mewajibkan pelaporan yang akurat dan tepat waktu (Setiorini et al., 2022). Selain
itu, pentingnya akuntabilitas juga ditekankan dalam pengelolaan laporan keuangan di tingkat
lokal, seperti yang dijelaskan dalam penelitian mengenai penggunaan laporan akuntabilitas di
pemerintahan lokal (Hudaya et al., 2015).

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga berperan dalam
mengawasi pelaksanaan dan kepatuhan pelaporan keuangan agar sesuai dengan hukum yang
berlaku. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki keterkaitan politik sering
menghadapi pelanggaran dalam pelaporan keuangan, mengindikasikan perlunya penguatan
regulasi untuk mencegah manipulasi (Habib & Muhammadi, 2018;Habib et al., 2017). Dalam
konteks ini, penerapan prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) pada laporan keuangan
juga menjadi sorotan, sebagai bagian dari upaya transparansi dan tanggung jawab sosial
perusahaan (Nainggolan et al., 2021). Oleh karena itu, melalui kombinasi peraturan undang-
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undang dan pengawasan yang ketat, Indonesia berupaya untuk meningkatkan kualitas
pelaporan keuangan di berbagai sektor.
2.2. Standar Akuntansi yang Relevan

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia untuk partai politik
mengalami tantangan signifikan, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas. Partai politik
harus mengadopsi praktik akuntansi yang mematuhi SAK guna memastikan bahwa laporan
keuangan mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya. Selain itu, adanya hubungan
politik dapat memengaruhi kinerja keuangan partai. Penelitian menunjukkan bahwa koneksi
politik memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja dan tata kelola, di mana partai yang
memiliki koneksi politik lebih cenderung terlibat dalam transaksi terkait pihak terkait (Habib
et al., 2017b). Akuntabilitas dalam laporan keuangan menjadi semakin penting ketika partai
politik juga terlibat dalam penggalangan dana yang transparan dan bertanggung jawab, hal ini
didukung oleh praktik CSR yang baik (Nainggolan et al., 2021). Dengan demikian, partai
politik di Indonesia perlu memperkuat pengawasan internal dan menerapkan SAK secara
konsisten untuk meningkatkan kepercayaan publik dan legitimasi.

2.3. Tantangan dalam Akuntansi Partai Politik

Akuntansi untuk partai politik dihadapkan pada sejumlah tantangan unik, terutama
terkait dengan sumber pendanaan yang beragam dan sifat nirlaba mereka. Pendanaan yang
berasal dari sumbangan individu, sponsor korporat, dan dukungan pemerintah menciptakan
kompleksitas dalam pengakuan dan pengungkapan transaksi keuangan, yang dapat
mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas (Nainggolan et al., 2021;Habib et al., 2017a).
Keterlibatan politik sering kali berhubungan dengan penurunan standar akuntabilitas, di mana
hubungan politik dapat mendorong manipulasi laporan keuangan dan transaksi yang tidak
transparan (Habib et al., 2017b).

Institusi nirlaba yang beroperasi dalam konteks politik memiliki tanggung jawab untuk
menyediakan laporan yang akurat dan transparan. Namun, pengaruh praktik "money politics”
dalam pemilihan dapat menyebabkan pengembangan akuntabilitas yang lemah (Lewis &
Hendrawan, 2019;Gonschorek, 2021). Meskipun sistem memiliki kerangka hukum yang
diatur, pelaksanaannya dalam akuntansi partai politik sering kali tidak memenuhi harapan
masyarakat dalam hal kejelasan dan integritas finansial (Slater, 2018;Wiguna &
Khoirunurrofik, 2021). Tantangan-tantangan ini memerlukan penanganan serius untuk
memastikan praktik akuntansi yang baik di lingkungan politik.

Akuntansi partai politik berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
ekonomi, yang sangat penting dalam konteks demokrasi di Indonesia. Transparansi ini
berfungsi untuk memastikan bahwa dana yang diterima dan dibelanjakan oleh partai politik
dapat diakses secara publik, mendukung praktik pemerintahan yang baik dan mencegah
korupsi (Hudaya et al., 2015). Akuntabilitas ekonomi, di sisi lain, mengharuskan partai politik
untuk bertanggung jawab atas penggunaan dana publik, sehingga meningkatkan kepercayaan
publik terhadap institusi politik.

Pertanggungjawaban ini berkorelasi dengan peningkatan partisipasi politik, di mana
masyarakat menjadi lebih sadar akan posisi dan tindakan partai dalam pengelolaan sumber
daya (Usman et al., 2024). Penggunaan laporan akuntabilitas juga memainkan peran penting
dalam mendukung dialog antara pemerintah dan warga negara, memfasilitasi umpan balik yang
konstruktif terhadap kebijakan yang diambil. Dalam menghadapi tantangan politik yang
kompleks, akuntansi yang transparan dan akuntabel dapat mengurangi potensi penyalahgunaan
kekuasaan serta meningkatkan stabilitas politik di Indonesia (Aspinall & Mietzner, 2019).

Penyediaan data tentang aset, kewajiban, dan aset bersih sangat penting dalam konteks
transparansi dan akuntabilitas keuangan di Indonesia. Pertama, data ini memberikan informasi
yang diperlukan bagi pemangku kepentingan untuk menganalisis kesehatan finansial entitas,
memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam investasi dan kebijakan publik
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(Ni’mah et al., 2020). Kedua, dalam konteks korupsi dan penghindaran pajak, transparansi aset
dan kewajiban adalah kunci untuk mencegah praktik-praktik buruk; informasi yang akurat
dapat mengurangi ruang bagi aktor politik untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka. Selain
itu, menyajikan data yang jelas mengenai aset bersih membantu dalam evaluasi dampak sosial
dan lingkungan dari kegiatan bisnis, terutama dalam investasi social. Dalam lingkungan yang
berisiko tinggi, seperti yang dihadapi Indonesia, penyediaan data yang komprehensif dapat
memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan stabilitas ekonomi (Habib & Muhammadi,
2018).

3. Perkembangan Terkini

Perubahan terkini dalam standar akuntansi dan regulasi terkait partai politik mencakup
beberapa aspek penting. Terdapat pengaruh hubungan politik terhadap pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yang menunjukkan bahwa perusahaan yang
memiliki koneksi politik cenderung meningkatkan pengeluaran CSR mereka. Hal ini
menunjukkan bahwa transparansi dalam laporan CSR dapat memengaruhi persepsi publik dan
reputasi partai politik yang mengelola perusahaan-perusahaan tersebut (Faisal et al., 2023).

Kemudian, pengaruh pemilu terhadap penganggaran daerah menunjukkan pola siklus
politik yang jelas, di mana pengeluaran pemerintah lokal dimanipulasi menjelang pemilihan
untuk menarik suara. Selain itu, penerapan kebijakan kuota calon wanita bertujuan untuk
meningkatkan representasi gender dalam politik, yang meski berjalan lambat, menunjukkan
kemajuan dalam partisipasi politik wanita di Indonesia (Perdana & Hillman, 2020). Terakhir,
integrasi teknologi informasi dalam pengelolaan kinerja akuntansi juga menjadi faktor penting,
karena meningkatkan akuntabilitas dan transparansi yang diperlukan dalam pengelolaan dana
publik (Ni’mabh et al., 2020).

Perdebatan mengenai kebutuhan akan pedoman khusus terkait politik di Indonesia
semakin mendalam seiring dengan kompleksitas struktur pemerintahan dan partai politik.
Dalam konteks demokrasi Indonesia, yang mengalami transisi signifikan setelah jatuhnya
rezim Suharto, isu seperti konsolidasi kekuasaan, korupsi, dan transparansi menjadi sorotan
utama. (Indra et al., 2023). Di sisi lain, isu keterwakilan perempuan dan implementasi kuota
legislatif menunjukkan bahwa peraturan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam
meningkatkan partisipasi politik wanita (Perdana & Hillman, 2020),

4. Signifikansi Penelitian

Penelitian memainkan peran krusial dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan dan
transparansi partai politik di Indonesia. Melalui analisis hubungan antara koneksi politik dan
transaksi antar pihak, Habib et al. menunjukkan adanya potensi ekspropriasi yang dapat
merugikan transparansi keuangan (Habib et al., 2017a). Selain itu, pentingnya pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di kalangan perusahaan yang memiliki koneksi
politik ditegaskan oleh penelitian yang mengaitkan praktik CSR dengan kinerja perusahaan, di
mana transparansi dalam laporan dapat memberikan dampak positif terhadap reputasi serta
meningkatkan kepercayaan (Faisal et al., 2023;Nainggolan et al., 2021).

Lebih lanjut, riset mengenai siklus anggaran politik dan pengaruhnya terhadap
pengeluaran pemerintah lokal menyoroti bagaimana pemilu dan koalisi politik dapat
memengaruhi pengelolaan sumber daya secara efisien, yang pada gilirannya memperbaiki
akuntabilitas publik (Wiguna & Khoirunurrofik, 2021). Dengan memahami dinamika ini,
penelitian dapat membantu membangun kerangka kerja yang lebih baik untuk meningkatkan
akuntabilitas dan transparansi partai politik di Indonesia, yang sangat vital dalam
perkembangan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Penelitian ini dapat memberikan wawasan penting bagi pengambilan keputusan
kebijakan serta meningkatkan kepercayaan publik di Indonesia. Dalam konteks ini, reformasi
terkait penurunan subsidi bahan bakar yang signifikan dan peningkatan pengeluaran untuk
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infrastruktur dianggap sebagai langkah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan
memperbaiki kesejahteraan masyarakat (Damuri & Day, 2015).

Selain itu, pemahaman terhadap hubungan politik dan kinerja perusahaan juga relevan,
karena temuan menunjukkan bahwa transparansi informasi dan akuntabilitas yang lebih baik
dapat meningkatkan reputasi pemerintah dan lembaga publik, memperkuat kepercayaan
masyarakat (Setiorini et al., 2022). Kebijakan yang berlandaskan pada partisipasi publik,
seperti model anggaran partisipatif, juga dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam
proses pengambilan keputusan, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketidakpuasan dan
meningkatkan kepercayaan terhadap institusi publik (Usman et al., 2024). Dengan demikian,
penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya akuntabilitas dan partisipasi dalam
meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan yang diterapkan.

Kajian literatur bertujuan untuk menelaah standar yang ada, mengidentifikasi
kesenjangan, dan memberikan dasar untuk penelitian lebih lanjut. Dalam konteks ini, studi-
studi sebelumnya menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap pengaruh koneksi politik
terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kinerja bisnis di Indonesia. Penelitian
oleh Faisal et al. menekankan bahwa pengungkapan keberlanjutan berkontribusi positif pada
reputasi perusahaan, yang menjadi salah satu standar penting dalam menilai kinerja perusahaan
di pasar yang berkembang (Faisal et al., 2023). Selain itu, identifikasi kesenjangan dalam
adopsi data besar dalam manajemen Kkinerja menunjukkan perlunya lebih banyak integrasi
dalam proses organisasi untuk mempromosikan budaya berbasis data (Karina et al., 2025).
Dengan demikian, kajian ini tidak hanya menyoroti prinsip-prinsip yang ada tetapi juga
menekankan kebutuhan untuk studi lebih lanjut mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut
berinteraksi dalam konteks sosial dan politik di Indonesia, memungkinkan pengembangan
yang lebih berkelanjutan (Karina et al., 2025).

5. Tujuan Penelitian

Kenapa ini penting untuk dilakukan? Karena dari berbagai latar belakang di atas,
terdapat tujuan yang ingin dicapai di dalam pelaksanaan penelitiannya. Di bawah ini tujuannya
disebutkan secara ekspilisit sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan mengkaji berbagai standar akuntansi serta pedoman pelaporan
keuangan yang telah diterapkan atau diusulkan untuk partai politik di Indonesia

2. Menganalisis kesesuaian antara praktik pelaporan keuangan partai politik dengan
prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan publik

3. Mengidentifikasi tantangan dan celah dalam pelaksanaan standar pelaporan keuangan
partai politik berdasarkan temuan dari literatur akademik dan kebijakan

Kerangka Teori

Dalam penelitian ini mengacu pada teori legitimasi. Teori ini menjelaskan bahwa
organisasi (termasuk partai politik) akan berusaha mendapatkan legitimasi dari masyarakat
melalui tindakan yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Penerapan standar
akuntansi dan pedoman pelaporan adalah bagian dari strategi untuk memperoleh dan
mempertahankan legitimasi.

Teori legitimasi organisasi menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan, termasuk
partai politik, berupaya mendapatkan kepercayaan masyarakat melalui tindakan yang selaras
dengan norma dan nilai yang berlaku. Dalam konteks ini, penerapan standar akuntansi dan
pedoman pelaporan berfungsi sebagai bagian integral dari strategi untuk mendapatkan dan
memperkuat legitimasi. Sebagai contoh, perusahaan yang terhubung secara politik yang
melaporkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat meningkatkan reputasi mereka di
mata publik, yang selanjutnya berkontribusi pada legitimasi mereka di pasar (Nasih et al.,
2020). Lebih lanjut, transparansi dalam pelaporan akuntansi mengurangi persepsi buruk yang
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mungkin dihasilkan dari tindakan manipulatif, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi
organisasi tersebut di mata masyarakat (Hendratama & Barokah, 2020).

Peran akuntabilitas dalam pelaporan juga sangat penting, di mana penerapan laporan
akuntabilitas yang tepat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi,
memperkuat legitimasi dalam konteks politik. Dengan demikian, langkah-langkah
akuntabilitas dan pelaporan yang tepat dapat dilihat sebagai alat strategis dalam upaya
memperoleh dan memelihara legitimasi di kalangan pemangku kepentingan, khususnya dalam
konteks organisasi publik dan politik di Indonesia (Lewis & Hendrawan, 2019). Relevansinya
ialah dimana kesesuaian pelaporan keuangan dengan standar akuntansi dapat meningkatkan
kepercayaan publik terhadap partai politik.

Kesesuaian pelaporan keuangan dengan standar akuntansi memiliki dampak signifikan
terhadap kepercayaan publik terhadap partai politik. Integritas dalam laporan keuangan oleh
partai politik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang esensial untuk
membangun kepercayaan publik dalam sistem politik (Setiorini et al., 2022). Penelitian
menunjukkan bahwa transparansi dalam laporan keuangan dapat mengurangi prasangka
negatif terhadap korupsi dan manipulasi anggaran, yang sering menjadi permasalahan di
kalangan partai politik Indonesia (Habib & Muhammadi, 2018).

Lebih lanjut, kekurangan dalam pelaporan keuangan dapat menyebabkan keraguan
yang lebih besar dari publik, merugikan legitimasi partai. Penguatan standar akuntansi dalam
pelaporan dapat memfasilitasi pengawasan yang lebih baik oleh pemilih dan meningkatkan
kepercayaan dalam proses demokrasi (Aspinall & Mietzner, 2019). Oleh karena itu, penguatan
pelaporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi merupakan kebutuhan strategis bagi
partai politik untuk menjaga kredibilitas di mata publik dan mendorong partisipasi politik yang
lebih aktif.

Metode

Metode penelitian dengan pendekatan scoping literature review merupakan alat penting
dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam
tentang literatur yang ada dalam suatu bidang penelitian tertentu. Pembaruan metodologis
terkini menyarankan bahwa scoping reviews harus dilakukan dengan kejelasan dan konsistensi
dalam pelaporan serta penerapan metodologi yang standar (Peters et al., 2021;Peters et al.,
2020). Hal ini bertujuan untuk mengkompilasi bukti yang beragam dengan cara yang
sistematis, menyasar berbagai jenis penelitian untuk memberikan insight yang lebih luas
(Gupta et al., 2023).

Pendekatan ini berbeda dari systematic reviews yang cenderung lebih ketat dan
berfokus, di mana scoping reviews memungkinkan eksplorasi area yang lebih luas dalam
literatur dan merangkum temuan awal. Ini sangat bermanfaat dalam konteks penelitian politik
di Indonesia, yang sering kali menghadapi dinamika yang kompleks dan beragam (Ashsyarofi,
2021;Sahide, 2022). Penelitian yang melibatkan latar belakang politik dan kebijakan publik di
Indonesia menunjukkan bagaimana scoping review dapat membantu mengidentifikasi celah
penelitian dan membantu merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih spesifik (Faisal et al.,
2023).

Langkah-Langkah Utama dalam Scoping Review

Mengacu pada kerangka Arksey dan O'Malley (2005), yang telah diperbarui oleh JBI dan
PRISMA-ScR, langkah-langkahnya adalah:

a. Identifikasi Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan harus luas untuk mencakup berbagai jenis bukti, misalnya: "Apa saja standar
akuntansi yang diterapkan dalam pelaporan keuangan partai politik?"
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b. Identifikasi Studi Relevan

Menggunakan strategi pencarian sistematis di beberapa database (Google Scholar, Scopus,
ProQuest, dll), dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas.

c. Seleksi Studi

Melibatkan penyaringan berdasarkan judul dan abstrak, diikuti dengan tinjauan teks lengkap,
idealnya oleh dua peneliti untuk meminimalkan bias.

d. Ekstraksi dan Pemetaan Data

Data dari literatur yang dipilih diekstraksi dan diklasifikasikan berdasarkan kategori tema,
metode, populasi, dll. Bisa disajikan dalam bentuk tabel atau peta konsep.

e. Sintesis dan Pelaporan Hasil

Menyajikan hasil secara deskriptif, tanpa evaluasi kualitas, dengan narasi tentang tren,
kesenjangan, dan potensi penelitian lanjutan (Peters et al., 2020).

Hasil dan Pembahasan

Bagian hasil dan pembahasan ini akan menyajikan analisis mendalam mengenai
tantangan dan upaya perbaikan dalam praktik pelaporan keuangan partai politik di
Indonesia. Berdasar kepada tujuan penelitian yang telah disampaikan sebelumnya,
sehingga pembahasan ini akan mengupas berbagai aspek seperti keterbatasan sumber
daya manusia, masalah teknologi informasi, rendahnya kesadaran akuntabilitas,
pengawasan yang tidak konsisten, serta kurangnya standar yang spesifik, dan
bagaimana faktor-faktor ini saling terkait dalam mempengaruhi kualitas pelaporan
keuangan partai politik. Selain itu, bagian ini juga akan mengeksplorasi celah-celah
yang ada dalam pelaksanaan standar pelaporan, implikasi dari tantangan-tantangan
tersebut, serta rekomendasi-rekomendasi yang dapat diambil untuk meningkatkan
akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan partai politik demi
terwujudnya demokrasi yang lebih sehat.
1. Mengidentifikasi dan mengkaji berbagai standar akuntansi serta pedoman pelaporan

keuangan yang telah diterapkan atau diusulkan untuk partai politik di Indonesia.

Hal ini membantu menelusuri regulasi yang berlaku seperti Peraturan KPU, pedoman
dari BPK, dan relevansi SAK ETAP atau SAK lainnya. Untuk memahami dan mengkaji
berbagai standar akuntansi serta pedoman pelaporan keuangan yang diterapkan atau diusulkan
untuk partai politik di Indonesia, penting untuk melihat konteks regulasi yang ada, seperti
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pedoman dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
serta relevansi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)
dan standar lainnya. Kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan keuangan partai politik menjadi semakin relevan dalam mencegah tindak pidana
korupsi yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Penelitian telah menunjukkan urgensi
dari pengelolaan keuangan partai politik secara akuntabel dan transparan untuk mencegah
penyalahgunaan dana (Ashsyarofi, 2021).

Salah satu regulasi penting adalah Peraturan KPU No. 33 Tahun 2020, yang mengatur
tentang pengelolaan keuangan partai politik. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan
transparansi dalam pengelolaan dana dan memastikan bahwa setiap partai politik dapat
mempertanggungjawabkan penggunaan dananya dengan baik. Dalam praktiknya, partai politik
diharuskan untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang
ditetapkan, termasuk SAK ETAP (Ashsyarofi, 2021).

Penggunaan SAK ETAP merupakan solusi yang disarankan untuk partai politik sebagai
standar akuntansi yang lebih sederhana dan relevan. SAK ETAP dirancang untuk memberikan
panduan akuntansi yang jelas untuk entitas kecil dan menengah yang tidak memiliki
akuntabilitas publik, termasuk partai politik di Indonesia. Hal ini memungkinkan partai politik
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untuk menyusun laporan keuangan yang lebih transparan dan mudah dipahami. Partai politik
juga diharuskan untuk melaporkan penerimaan dan pengeluaran mereka secara rinci, yang
merupakan langkah penting dalam menegakkan akuntabilitas (Ashsyarofi, 2021).

Di samping itu, BPK juga memberikan pedoman yang mengatur audit keuangan untuk
partai politik, yang bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan telah
digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pedoman BPK menekankan pentingnya
audit sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. BPK mendorong partai
untuk segera melakukan audit terhadap laporan keuangan mereka untuk mengidentifikasi
potensi kesalahan atau manipulasi (Ashsyarofi, 2021).

Terdapat banyak tantangan dalam penerapan standar akuntansi dan pelaporan keuangan
yang berkaitan dengan partai politik di Indonesia. Salah satunya adalah penerapan praktik
akuntansi yang memadai, yang sering terhalang oleh kapasitas dan sumber daya manusia yang
terbatas. Banyak partai politik, terutama di tingkat daerah, mengalami kesulitan dalam
memahami dan menerapkan regulasi yang kompleks, sehingga berpotensi meningkatkan risiko
korupsi. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas sumber daya manusia sangat penting untuk
mendukung akuntabilitas keuangan partai politik.

Selain itu, tekanan dari kekuatan politik dapat mempengaruhi keuangan partai dan
pelaporan mereka. Hubungan yang erat antara partai politik dan sektor pemerintahan dapat
menciptakan keadaan yang memungkinkan terjadinya manipulasi finansial dan pelanggaran
terhadap standar akuntansi. Di satu sisi, partai politik mungkin merasa terpaksa untuk
menggunakan dana mereka dengan cara yang tidak transparan untuk menjaga kelangsungan
kekuasaan (Ashsyarofi, 2021). Oleh karenanya, perlunya regulasi yang lebih ketat serta
pengawasan yang lebih efektif dari lembaga-lembaga terkait.

Sebagai langkah proaktif, beberapa partai politik di Indonesia telah mulai mengadopsi
sistem pelaporan keuangan yang lebih modern dan transparan. Penerapan teknologi informasi
dalam sistem pelaporan keuangan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan akuntabilitas.
Dengan memanfaatkan sistem informasi akuntansi yang canggih, partai politik diharapkan
dapat mengoptimalkan pengelolaan dan pelaporan keuangan mereka. Langkah ini tidak hanya
membantu dalam memenuhi tuntutan regulasi tetapi juga memberikan kepercayaan kepada
publik tentang integritas keuangan partai.

Mempertimbangkan tantangan yang ada, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait
lainnya untuk memberikan dukungan dan pelatihan bagi partai politik dalam penerapan standar
akuntansi dan pelaporan keuangan. Melalui program pelatihan yang berkelanjutan, partai
politik diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan dana secara transparan
dan akuntabel, yang pada akhirnya, dapat memperkuat demokrasi di Indonesia.

Standar Akuntansi dan Pedoman Pelaporan Keuangan untuk Partai Politik di Indonesia:
Analisis Mendalam

Saat ini, tidak ada standar akuntansi khusus yang secara eksplisit ditujukan untuk partai
politik di Indonesia. Namun, terdapat beberapa standar dan pedoman yang relevan yang dapat
diterapkan, meskipun dengan beberapa penyesuaian.

1. Standar Akuntansi Keuangan

SAK adalah standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia Namun, karena SAK
terutama ditujukan untuk entitas bisnis, penerapannya pada partai politik memerlukan
pertimbangan khusus. Partai politik memiliki karakteristik unik sebagai organisasi
nirlaba dengan sumber pendanaan yang beragam dan tujuan yang berbeda dari
perusahaan komersial. SAK Umum dapat menjadi acuan. Menerapkan SAK secara
langsung tanpa modifikasi dapat menghasilkan laporan keuangan yang tidak relevan
atau tidak mencerminkan kondisi keuangan partai politik secara akurat. Misalnya,
pengukuran Kinerja keuangan partai politik tidak dapat diukur dengan metrik
profitabilitas seperti pada perusahaan.
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2. Sistem Akuntansi Pemerintahan
SAP adalah standar akuntansi yang digunakan oleh entitas pemerintah di Indonesia.
SAP berbasis akrual telah diimplementasikan sejak 2015. Meskipun partai politik
bukan entitas pemerintah, prinsip-prinsip dalam SAP, terutama yang berkaitan dengan
akuntabilitas dan transparansi, dapat diadopsi. SAP dirancang untuk entitas pemerintah
yang memiliki struktur dan proses yang berbeda dari partai politik. Penerapan SAP pada
partai politik mungkin memerlukan penyesuaian signifikan.
3. Pedoman Pelaporan Keuangan Partai Politik yang Diusulkan
Mengingat keterbatasan SAK dan SAP dalam konteks partai politik, beberapa ahli dan
organisasi telah mengusulkan pedoman pelaporan keuangan yang lebih spesifik.
Pedoman ini bertujuan untuk mengatasi karakteristik unik partai politik dan
meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.
4. Pedoman yang diusulkan biasanya mencakup elemen-elemen berikut:
Pengungkapan sumber pendanaan partai politik harus mengungkapkan semua sumber
pendanaan mereka, termasuk sumbangan dari individu, perusahaan, dan pemerintah.
Pelaporan pengeluaran partai politik harus dilaporkan secara rinci, termasuk
pengeluaran untuk kampanye, operasional, dan kegiatan lainnya. Pengungkapan aset
dan kewajiban, partai politik harus mengungkapkan semua aset dan kewajiban mereka,
termasuk properti, investasi, dan pinjaman. Laporan keuangan partai politik harus
diaudit oleh auditor independen untuk memastikan keakuratan dan keandalannya.
5. Regulasi Terkait
Regulasi keuangan partai politik di Indonesia diatur oleh undang-undang dan peraturan
pemerintah. Regulasi ini mencakup persyaratan pelaporan keuangan, batasan
sumbangan, dan sanksi untuk pelanggaran. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan
korupsi masih menjadi masalah serius dalam pelaporan keuangan partai politik.
Regulasi yang ada mungkin tidak cukup kuat untuk mencegah penyimpangan dan
meningkatkan akuntabilitas.
Celah dalam Standar dan Pedoman yang Ada
Beberapa celah utama dalam standar dan pedoman pelaporan keuangan partai politik di
Indonesia meliputi, Tidak adanya standar akuntansi yang khusus untuk partai politik
menciptakan ambiguitas dan memungkinkan interpretasi yang berbeda.Sanksi yang tidak tegas
terhadap pelanggaran standar pelaporan keuangan mengurangi efek jera. Pengawasan yang
tidak memadai memungkinkan terjadinya manipulasi dan penyimpangan dalam pelaporan
keuangan.
Rekomendasi
Untuk mengatasi celah-celah ini, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan,
standar akuntansi yang dirancang khusus untuk partai politik, dengan mempertimbangkan
karakteristik unik mereka, akan meningkatkan kualitas dan relevansi pelaporan keuangan.
Regulasi yang lebih ketat dan mekanisme audit yang transparan harus diintegrasikan ke dalam
struktur pelaporan keuangan. Pengawasan yang lebih ketat oleh badan independen akan
memastikan bahwa partai politik mematuhi standar pelaporan keuangan yang berlaku.
Dengan mengatasi celah-celah ini dan mengadopsi standar serta pedoman yang lebih baik,
partai politik di Indonesia dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan
mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat
demokrasi.
2. Menganalisis kesesuaian antara praktik pelaporan keuangan partai politik dengan
prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan publik.
Sangat relevan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi dalam mewujudkan good
governance. Menganalisis kesesuaian antara praktik pelaporan keuangan partai politik dengan
prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan publik memerlukan
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pemahaman tentang bagaimana regulasi yang ada dapat mewujudkan good governance. Praktik
pelaporan keuangan partai politik di Indonesia perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa
mereka memenuhi Kriteria akuntabilitas dan transparansi yang semakin penting dalam tata
kelola keuangan publik.

Regulasi yang mengatur keuangan partai politik di Indonesia, termasuk undang-undang
yang mensyaratkan transparansi dalam pendanaan, sangat penting untuk memastikan bahwa
keuangan partai dikelola secara akuntabel. Menurut Ashsyarofi, pentingnya transparansi dan
akuntabilitas dalam keuangan partai politik sangat relevan untuk mencegah tindak pidana
korupsi yang sering kali berkaitan dengan pengelolaan dana partai menjelang pemilihan umum.
Dalam konteks ini, transparansi bukan hanya tentang menyajikan angka, tetapi juga tentang
bagaimana proses pengambilan Kkeputusan dan alur dana dapat diaudit dan
dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang memperkuat
transparansi tidak hanya sekadar formalitas, tetapi harus dapat diterapkan dengan baik di
lapangan.

Bentuk pengelolaan yang akuntabel dan transparan pada lembaga-lembaga pemerintah,
termasuk partai politik, berperan besar dalam meningkatkan kepercayaan publik. Lewis dan
Hendrawan menjelaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan sangat berkaitan
dengan kepercayaan dan integritas lembaga publik. Ketidakjelasan dalam penggunaan dana
publik dapat menciptakan keraguan di kalangan pemilih dan akhirnya mengurangi partisipasi
dalam proses demokrasi (Lewis & Hendrawan, 2019). Ini perlu dicermati karena kepercayaan
masyarakat terhadap institusi politik dapat berkurang jika praktik pelaporan yang dilakukan
tidak memenuhi standar akuntabilitas yang tinggi. Untuk mendorong perbaikan dalam praktik
pelaporan, partai politik perlu menyesuaikan diri dengan regulasi yang ada dan aktif dalam
memberikan laporan yang mudah dipahami oleh publik.

Penilaian terhadap praktik akuntabilitas ini juga ditopang oleh metode penelitian yang
cermat. Melalui studi normatif yang mengintegrasikan analisis perpustakaan terhadap
peraturan dan praktik yang berlangsung di lapangan, menunjukkan bahwa penegakan hukum
yang tegas terhadap pelanggaran transparansi dapat berfungsi sebagai insentif yang kuat bagi
partai politik untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, audit independen untuk keuangan partai
politik menjadi salah satu langkah yang bisa diambil pemerintah untuk memastikan kepatuhan
terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Dalam hubungannya dengan lingkungan bisnis dan politik yang lebih luas, ada
hubungan signifikan antara koneksi politik dan pengelolaan anggaran pemerintah. Nasih et al.
menemukan bahwa koneksi politik di Indonesia dapat berpengaruh pada pengelolaan dan
penggunaan anggaran, yang sering kali berujung pada pengeluaran yang tidak efisien atau
korupsi (Nasih et al., 2020). Temuan ini menunjukkan bahwa tanpa adanya transparansi dalam
pelaporan keuangan, dana publik berisiko disalahgunakan, yang pada gilirannya
membahayakan kepercayaan publik terhadap sistem politik.

Sebagai upaya untuk menjawab tantangan ini, partai politik diharapkan tidak hanya
mematuhi regulasi yang ada, tetapi juga secara proaktif menerapkan sistem audit dan pelaporan
yang diawasi oleh pihak ketiga. Hal ini bisa menjadi langkah preventif untuk menekan korupsi
dan meningkatkan akuntabilitas. Penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pelaporan
dapat dikuatkan melalui partisipasi publik dalam proses pemeriksaan dan penilaian laporan
keuangan, seperti yang ditawarkan dalam model anggaran partisipatif yang menunjukkan
dampak positif terhadap kinerja pejabat pemerintah di daerah (Usman et al., 2024).

Proses partisipasi ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan,
tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan terhadap
pengelolaan dana publik. Dengan demikian, hubungan antara pelaporan keuangan dan
partisipasi aktif dari masyarakat dapat berkontribusi pada terciptanya tata kelola yang baik dan
kepercayaan publik yang lebih tinggi.
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Kinerja partai politik dalam pelaporan keuangan juga sangat dipengaruhi oleh pola
anggaran dan pengeluaran yang dikelola selama periode pemilu. Wiguna dan Khoirunurrofik
mencatat bahwa pola siklus anggaran politik menunjukkan bahwa koalisi partai yang lebih kuat
cenderung meningkatkan manipulasi anggaran pada tahun pemilu, mengindikasikan perlunya
pengawasan yang lebih ketat pada saat-saat tersebut (Wiguna & Khoirunurrofik, 2021). Penting
untuk memastikan bahwa pengeluaran politik tidak menjadi alat untuk membocorkan dana
publik demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Sistem pengawasan yang lebih ketat dan mekanisme audit yang transparan harus
diintegrasikan ke dalam struktur pelaporan keuangan untuk memastikan bahwa semua
penggunaan dana tercatat secara akurat. Hal ini diharapkan dapat menekan risiko manipulasi
dan korupsi yang sering kali terjadi dalam pengelolaan keuangan politik. Dalam konteks ini,
regulasi yang mengharuskan pelaporan keuangan yang terbuka dan dapat diakses oleh publik
harus diperkuat agar semua pihak dapat ikut berpartisipasi dalam menilai kinerja keuangan
partai politik.

Kebijakan yang memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan
juga harus disertai dengan penyuluhan yang memadai kepada partai politik mengenai
pentingnya pelaporan yang akurat dan transparan. Hal ini dimaksudkan untuk membangun
budaya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai. Penelitian oleh Hudaya et al.
menunjukkan bahwa penggunaan laporan akuntabilitas dapat menjadi alat penting dalam
peningkatan transparansi di pemerintahan lokal, yang juga dapat diaplikasikan pada tingkat
partai politik (Hudaya et al., 2015).

Analisis Kesesuaian dengan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi

Prinsip akuntabilitas dan transparansi merupakan pilar utama dalam tata kelola
keuangan publik yang baik. Akuntabilitas berarti bahwa entitas publik bertanggung jawab atas
tindakan dan keputusan mereka, serta harus dapat memberikan pertanggungjawaban yang jelas
dan terukur. Transparansi, di sisi lain, berarti bahwa informasi keuangan dan operasional harus
tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh public.

Dalam konteks partai politik, kesesuaian praktik pelaporan keuangan dengan prinsip-
prinsip ini sangat penting untuk memastikan kepercayaan publik dan mencegah korupsi.
Berikut adalah analisis mendalam mengenai kesesuaian tersebut:

1. Akuntabilitas

Praktik pelaporan keuangan partai politik seharusnya mencakup pengungkapan yang

jelas dan terperinci mengenai sumber pendanaan, pengeluaran, aset, dan kewajiban.

Laporan keuangan harus diaudit secara independen untuk memastikan keakuratan dan

keandalannya. Sayangnya, praktik pelaporan keuangan partai politik di Indonesia

sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Banyak partai politik
kekurangan staf yang memiliki keahlian akuntansi yang memadai, yang menyebabkan
kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat. Selain itu, pengawasan yang
tidak konsisten dan korupsi masih menjadi masalah serius. Pengembangan pelatihan
akuntansi untuk anggota dan staf partai politik dapat meningkatkan pemahaman mereka
tentang pentingnya akuntabilitas. Penerapan sistem akuntabilitas yang kuat dapat
menurunkan risiko penyimpangan dalam laporan keuangan.

2. Transparansi

Praktik pelaporan keuangan partai politik seharusnya mencakup publikasi laporan

keuangan secara teratur dan mudah diakses oleh publik. Informasi yang disajikan harus

relevan, andal, dan mudah dipahami. Praktik pelaporan keuangan partai politik di

Indonesia masih jauh dari ideal dalam hal transparansi. Banyak partai politik tidak

mempublikasikan laporan keuangan mereka secara teratur, dan informasi yang

disajikan sering kali tidak lengkap atau sulit dipahami. Regulasi yang mengharuskan
pelaporan keuangan yang terbuka dan dapat diakses oleh publik harus diperkuat.
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Adopsi sistem akuntansi berbasis Tl yang modern dan terintegrasi dapat meningkatkan

efisiensi dan akurasi pelaporan keuangan.
Celah dan Tantangan

Beberapa celah dan tantangan utama dalam mencapai kesesuaian yang lebih baik antara
praktik pelaporan keuangan partai politik dan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi
meliputi, tidak adanya standar akuntansi yang khusus untuk partai politik menciptakan
ambiguitas dan memungkinkan interpretasi yang berbeda. Sanksi yang tidak tegas terhadap
pelanggaran standar pelaporan keuangan mengurangi efek jera.Pengawasan yang tidak
memadai memungkinkan terjadinya manipulasi dan penyimpangan dalam pelaporan keuangan.
Pelaporan keuangan yang baik sering kali dianggap sebagai formalitas tanpa adanya niat untuk
meningkatkan transparansi
Rekomendasi

Untuk meningkatkan kesesuaian antara praktik pelaporan keuangan partai politik dan
prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan,
Standar akuntansi yang dirancang khusus untuk partai politik, dengan mempertimbangkan
karakteristik unik mereka, akan meningkatkan kualitas dan relevansi pelaporan keuangan.
Regulasi yang lebih ketat dan mekanisme audit yang transparan harus diintegrasikan ke dalam
struktur pelaporan keuangan. Pengawasan yang lebih ketat oleh badan independen akan
memastikan bahwa partai politik mematuhi standar pelaporan keuangan yang berlaku.
Penyuluhan dan sosialisasi mengenai manfaat pelaporan keuangan yang transparan dapat
meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap akuntabilitas.

Dengan mengatasi celah-celah ini dan mengadopsi praktik pelaporan keuangan yang lebih

baik, partai politik di Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat

demokrasi. Akuntabilitas merupakan elemen esensial dalam demokrasi.

3. Mengidentifikasi tantangan dan celah dalam pelaksanaan standar pelaporan
keuangan partai politik berdasarkan temuan dari literatur akademik dan kebijakan.

Ini memungkinkan pemetaan kendala seperti keterbatasan SDM, teknologi informasi,
atau kesadaran akuntabilitas partai. Pelaksanaan standar pelaporan keuangan partai politik di
Indonesia menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang berakar dari keterbatasan sumber
daya manusia, masalah teknologi informasi, dan rendahnya tingkat kesadaran akuntabilitas di
kalangan partai-partai politik. Penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas
dalam keuangan partai politik sangat penting untuk mengurangi risiko korupsi dan
meningkatkan kepercayaan publik. Namun, masih ada celah dalam implementasi ini, di mana
banyak partai yang tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola
laporan keuangan secara efektif. Hal ini menciptakan tantangan dalam mendokumentasikan
transaksi (Ashsyarofi, 2021).

Dalam konteks ini, adanya teknologi informasi yang tidak memadai juga menjadi
hambatan yang terlihat jelas. Sistem akuntansi yang ketinggalan zaman dan kurang efisien
berkontribusi pada lambatnya proses pelaporan keuangan dan meningkatkan potensi kesalahan.
Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam manajemen kinerja
dapat meningkatkan akuntabilitas jika diterapkan dengan baik, tetapi saat ini penyerapan
teknologi ini di lingkungan partai politik masih sangat terbatas (Karina et al., 2025). Kurangnya
investasi dalam teknologi dan infrastruktur yang tepat juga berkontribusi pada
ketidakmampuan partai politik untuk menyajikan laporan keuangan yang komprehensif, yang
mencakup semua sumber pendanaan dan pengeluaran dengan jelas dan akurat (Setiorini et al.,
2022).

Kesadaran akan akuntabilitas di kalangan anggota partai dan pimpinan juga menjadi
masalah krusial. Banyak partai politik masih beroperasi dengan paradigma lama yang tidak
memberikan prioritas pada akuntabilitas finansial, dan ini diperparah oleh stigma bahwa
pelaporan keuangan yang baik sering kali dianggap sebagai formalitas tanpa adanya niat untuk
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meningkatkan transparansi (Ashsyarofi, 2021). Ini menciptakan iklim di mana laporan
keuangan tidak dianggap penting, dan lebih sering disusun hanya untuk memenuhi persyaratan
hukum. Dalam banyak kasus, hasil laporan tidak dicermati secara serius baik oleh anggota
partai maupun oleh publik. Hal ini semakin memperburuk tantangan dalam meningkatkan
standar pelaporan keuangan yang dapat dipercaya.

Lebih jauh lagi, interaksi antara partai politik dan industri yang memiliki hubungan

dekat dengan pemerintah menciptakan potensi konflik kepentingan yang kerap menyebabkan
penyimpangan dalam pelaporan keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan politik
dapat mempengaruhi keputusan dalam pengelolaan keuangan, di mana kepentingan politik
sering kali mengalahkan prinsip-prinsip akuntabilitas. Meskipun ada upaya untuk menegakkan
pengawasan, penegakan hukum sering kali tidak konsisten dan korupsi masih menjadi masalah
serius dalam pelaporan keuangan partai politik (Rahmawati et al., 2025).
Secara keseluruhan, upaya untuk mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan sistematis
yang mencakup penguatan regulasi dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, serta
adopsi teknologi informasi yang lebih baik. Misalnya, pengembangan pelatihan akuntansi yang
ditujukan untuk anggota dan staf partai politik dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang
pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, perhatian
yang lebih besar harus diberikan untuk menerapkan kebijakan yang mendorong partai politik
untuk mengikuti standar transparansi keuangan yang lebih ketat, didukung oleh sistem audit
yang transparan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntabilitas yang kuat
dapat menurunkan risiko penyimpangan dalam laporan keuangan, sehingga meningkatkan
kepercayaan publik terhadap partai politik.

Dalam konteks politik Indonesia saat ini, di mana tingkat korupsi masih sangat tinggi,
penting bagi semua pihak untuk berkomitmen pada praktik pelaporan keuangan yang lebih
baik. Hal ini tidak hanya akan membantu mengurangi korupsi, tetapi juga mendukung
demokrasi yang lebih sehat dengan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem politik.
Ketidakpastian dan tantangan yang dihadapi oleh partai politik dalam hal pelaporan keuangan
mencerminkan perlunya reformasi yang lebih besar dalam kerangka kerja akuntansi di
Indonesia (Nainggolan et al., 2021). Dengan memenuhi tantangan ini, partai politik dapat
berfungsi lebih efektif dalam kapasitasnya sebagai entitas demokratis, yang pada akhirnya akan
berkontribusi pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

Tantangan dalam Pelaksanaan Standar Pelaporan Keuangan Partai Politik

Berikut adalah analisis mendalam mengenai tantangan dan celah dalam pelaksanaan

standar pelaporan keuangan partai politik di Indonesia:
1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Banyak partai politik, terutama di tingkat daerah, kekurangan staf yang memiliki

keahlian akuntansi yang memadai. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menyusun

laporan keuangan yang akurat dan sesuai standar. Pelatihan akuntansi yang ditujukan
untuk anggota dan staf partai politik dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang
pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

2. Masalah Teknologi Informasi

Sistem akuntansi yang ketinggalan zaman dan kurang efisien memperlambat proses

pelaporan keuangan dan meningkatkan potensi kesalahan. Investasi dalam teknologi

dan infrastruktur yang tepat masih sangat terbatas di banyak partai politik. Adopsi
sistem akuntansi berbasis T1 yang modern dan terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi
dan akurasi pelaporan keuangan.

3. Rendahnya Tingkat Kesadaran Akuntabilitas

Pelaporan keuangan yang baik sering kali dianggap sebagai formalitas tanpa adanya

niat untuk meningkatkan transparansi. Laporan keuangan tidak dianggap penting dan

lebih sering disusun hanya untuk memenuhi persyaratan hukum. Perlu adanya
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perubahan paradigma di kalangan anggota partai dan pimpinan mengenai pentingnya
akuntabilitas finansial. Penyuluhan dan sosialisasi mengenai manfaat pelaporan
keuangan yang transparan dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap
akuntabilitas.
4. Pengawasan yang Tidak Konsisten dan Korupsi
Penegakan hukum sering kali tidak konsisten dan korupsi masih menjadi masalah serius
dalam pelaporan keuangan partai politik. Interaksi antara partai politik dan industri
yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah menciptakan potensi konflik
kepentingan yang kerap menyebabkan penyimpangan dalam pelaporan keuangan.
Pengawasan yang lebih ketat dan mekanisme audit yang transparan harus
diintegrasikan ke dalam struktur pelaporan keuangan. Regulasi yang mengharuskan
pelaporan keuangan yang terbuka dan dapat diakses oleh publik harus diperkuat.
5. Kurangnya Standar yang Spesifik
Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum mungkin tidak sepenuhnya sesuai
untuk entitas partai politik yang memiliki karakteristik unik (misalnya, sumber
pendanaan yang beragam, kegiatan non-profit). Pengembangan standar akuntansi yang
spesifik untuk partai politik, dengan mempertimbangkan karakteristik unik mereka,
dapat meningkatkan kualitas dan relevansi pelaporan keuangan.
Celah dalam Pelaksanaan Standar
Celah-celah dalam pelaksanaan standar pelaporan keuangan partai politik sering kali
muncul akibat dari, standar yang ada dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh partai politik
yang berbeda, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang tidak konsisten. Sanksi yang
tidak tegas terhadap pelanggaran standar pelaporan keuangan mengurangi efek jera dan
mendorong partai politik untuk tidak patuh. Sistem pengendalian internal yang lemah di partai
politik memungkinkan terjadinya manipulasi dan penyimpangan dalam pelaporan keuangan.
Implikasi dan Rekomendasi
Mengatasi tantangan dan celah ini memerlukan pendekatan sistematis yang mencakup,
penguatan regulasi dan peningkatan kemampuan SDM. Adopsi teknologi informasi yang lebih
baik. Peningkatan kesadaran akuntabilitas. Pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum
yang konsisten. Pengembangan standar akuntansi yang spesifik untuk partai politik.
Dengan memenuhi tantangan ini, partai politik dapat berfungsi lebih efektif dalam kapasitasnya
sebagai entitas demokratis, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kemajuan masyarakat
secara keseluruhan. Seperti yang Anda katakan, penting bagi semua pihak untuk berkomitmen
pada praktik pelaporan keuangan yang lebih baik untuk mengurangi korupsi dan mendukung
demokrasi yang lebih sehat.

Kesimpulan

Kesimpulannya, keselarasan praktik pelaporan keuangan partai politik di Indonesia
dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan publik masih
menjadi upaya penting namun penuh tantangan. Meskipun regulasi sudah ada, tidak adanya
standar akuntansi khusus untuk partai politik, ditambah dengan penegakan hukum yang tidak
konsisten, pengawasan independen yang tidak memadai, dan kurangnya kesadaran mengenai
akuntabilitas, berkontribusi pada kesenjangan yang signifikan. Untuk meningkatkan
kepercayaan publik dan memperkuat demokrasi, penting untuk mengembangkan standar
akuntansi yang disesuaikan, memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan independen, dan
meningkatkan kesadaran akan akuntabilitas.

Penelitian di masa depan harus fokus pada beberapa bidang, termasuk studi
perbandingan dengan negara lain untuk memahami tren global dalam keuangan politik, studi
longitudinal untuk melacak evolusi praktik keuangan, dan analisis mendalam tentang dampak
teknologi pada transparansi keuangan dalam organisasi politik. Selain itu, menjelajahi nuansa

878



budaya dan konteks regional spesifik yang memengaruhi perilaku keuangan dapat memberikan
wawasan berharga untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan sensitif secara
budaya. Dengan mengatasi tantangan ini secara sistematis, partai politik dapat meningkatkan
efektivitas mereka sebagai entitas demokrasi dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat
secara keseluruhan. Riset mendatang juga dapat menggali lebih dalam tentang inisiatif
dukungan yang disesuaikan dan dampak teknologi baru terhadap transparansi dan
akuntabilitas.
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